PERATURAN DAERAH L
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2. /& -2
PROVINSI MALUKU UTARA -
NOMOR 4 TAHUN 20185

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH

Menimbang: a.bahwa  rokok  mengandung  zat psikoaktif

membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta
menurunkan derajat kesehatan manusia,

b.bahwa -asdp rokok tidak  hanya membahayakan
kesehatan perokok aktif tetapi.juga. menimbulkan
pencemaran udara yang membahayakan kesehatan
orang lain;

c.bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan
Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan
tanpa rokok;

d.bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau
Terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah
untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di
wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

e. bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri
Kesehatan -Republik Indonesia Nomor
188/ MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Tanpa Rokok;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah



Mengingat:

" tentang Kawasan Tanpa Rokok;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; '

- Undang-Undang Nomor® 6 Tahun 1990 tentang

. Pembentukan - Daerah' ; lpgkat Sy

Halmahera Tengah(Lem aran
Indonesia Tahun 1990 Nomor 51,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3420) ;

. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165 ,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3886) ;

. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten

.. -Buru . dan. .Kabupaten Maluku, TenggaraxBarat -

- .;-(Lembaran__Nega{a*“ b {Pahun 221999 - Nomor=:174, -

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 )

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 . Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah

- Daerah(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun
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. Peraturan Pemerintah Normor 41:Tahun 1999 tentang- -

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

11, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 _tentang

SN NAR L caag J\..a.,.) '.-- i - ..._u.'\ ‘\L J.\..‘.xi;’-,’:;(_‘l.‘:.,
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Pemerintah Daerah Provm31 dan Pe‘
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Kepubiik indonesia 1ahun 2007 Nomor -89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
(Lembaran Negara RI Tahun 2012, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5380);

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor
188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor



sehal31MENKES/ SK /2004 ~Tahiuni~ 2004 "tentang
Sistim Kesehatan Nasional; dan .

16, Peréturan. Betsama. Menteii: Pdlam. Negeri. dan
‘Menteri ¢ Keséhat'an No.34 L ~Tahun - 2005, No.

e 1138/Menkes/PB/V]II/2005 : tentang ‘

8.7z ’Penyelenggaraan deupai:en /‘Kdta Se‘hat—* sk

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah
( Berita Negaa Tahun 2015 Nomor 2036);

*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
1T oo dan o aa e 00T e
g BECIEE BUPATI I-IALMAHERA TENGAI-I
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Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara



L n1kot1n tar dan zat adlkt‘lf deng'
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Rokok adalah ‘hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau
bentuk ldainnya- yang. dihasﬂkan dari._tanaman . Nicotiarnia tobacum,
Nzcottana rustr:ca dan spesws 1amnya atau smtensnya yang: mengandung
i atau_ ‘tanpa b ’han tambahan

Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namum terpaksa
menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan
atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau
kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan produk tembakau.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun _rehabilitatif = yang dllakukan “oleh - Pemermtah

- nr\_‘_J

pemerlntah' daeraih dan / a[tau ‘masyarakat

Tempat proses belajar menga_]ar adalah tempat berlangsungnya keglatan
belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah,

. madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus,TPA/TPSQ, termasuk ruang

perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan’

sejenisnya.

Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan
seperii mesjid, musnaila, gereja, kapel, pura, wihara, Klenteng dan
tempat ibadah lainnya.

Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk
kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan
anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat
berupa kendaraan darat, air dan udara.

Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering
dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatﬁ usaha.

Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh

lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.

i
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~k7. Pimpihatrc-dan/atau  -penanggungjawab adaldh ‘seseorang yang
mempunyai tugas dan wewenang s{_abagai pimpinan dan/atau
.. penanggungjawab atas sebuah tempat:atau.ruangan.Kegiatan.. -

18 Satuan Kelja Perangkat Daerah yang selan_]utnya disebut SKPD. adalah

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak
asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3
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b membudayakan h.ldup sehat dan
c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:
a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat keria tertutup: dan
c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok,
atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di
KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
fasilitas pelayanan kesehatan;
tempat proses belajar mengajar;
tempat anak bermain;

tempat ibadah;

angkutan umum;

®po g



37, pivfoifasilitas-olahraga; rinanoainaisienh  hoplah casnprans wer s
g. tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang dltetapkan
_ (seperti: Hotel, Restoran, Rumah ‘makan, Jasa boga, Terminal,
-—Pelabtrham “Pasdr.‘Pusat - perbelatijian; “Miniimarkeét; Supermarket,
Departement Store Hypermarket— Ma]l_ Plaza, Pertokoan, BlOSkOp,

E Pasal 6

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas
dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya
yang ditentukan.

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan

- huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas
kucuran air dari atap paling luar (disesuaikan dengan kondisi daerah
masing-masing).

—KEWAJIBAN DA lARAN‘ GAN. .
T Pasal 7

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.

(2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual,
dan/atau membeli rokok di KTR.

(3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijjin untuk menjual
rokok.

(4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi
tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di
lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, dan
huruf g wajib:

a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau
lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. :

b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi
tanggung jawabnya.

c. meniadakan ashak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi
yang menjadi tanggung jawabnya.

d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di
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“ F:ﬂifr-s:_""éemua pintu’ masuk utama ‘dan -di tempat-tempat yang .
. . dipandangperhi dan:mudah-terbaca dan/atau didengar baik.

(2)Bentuk ‘dan., besaran .tanda-tanda. dilarang merokok sebagaimana
~dimaksud da]am ayat- (1) - -huruf- dy sebagaimana tercantum ‘dalam
.Lampiran-1: sebagai-bagian yang:tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

BABYV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data
dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

- Lo Pasal 10

““‘embgnkan—bunbmgan dan penyuluhan
dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau hngkungannya

(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan
meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap

rokok.

P [ PN - [ I q,

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 11

(1) Bupati Halmahera Tengah melakukan pembinaan seluruh KTR di
wilayahnya.

(2) Bupati Halmahera Tengah mendelegasikan pembinaan KTR kepada
Kepala SKPD.

(3} Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan
melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;

b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan
bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses



" belajar: i’nengajar dairz 'tempat anak ‘bermain dan/ atau” berkumpulnya
anak-anak; - : e :
.- ¢, SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat
melakukan pembinaanterhaddp KTR tempat ibadah;

{ = - di “SKPPcyarnig: tugas ‘dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan

iil. pembmaan terhadap KTR angkutan umum;

‘pembmaan terhadap KTR fasﬂltas olahraga

f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan
melakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan

g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan
bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum.

h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum
melakukan pembinaan seluruh KTR.

(5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah.

- - - ~ umﬁP‘asal 12

(“I) Pémbi‘ﬁa‘.an -pélaksa‘ﬁaa‘n*KTR daIam rangka pengembangan kemampuan
masyarakat untuk berperilaku h1dup sehat.

(2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau
wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan rokok di KTR, berupa:
Fasilitasi

bimbingan dan/atau penyuluhan;
pemberdayaan masyarakat; dan
menyiapkan petunjuk teknis.

poop

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh :

a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan
pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;

b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau
organisasi kemasyarakatan;

c. Bupati Halmahera Tengah dapat memberikan penghargaan kepada
orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi
membantu pelaksanaan KTR.



e | Bagian Kedua
- ~» -+ - - Pengawasan--- - . ~°
Pasal 15 ‘

~

) Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/ atau badan /atau lembaga
d: ; sast; 'emasyakatan

-

Pasal 16

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan
melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan
kesehatan;

b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendldlkan dan

- bidang sosial melakukan-pengawasan terhadap KTR tempat proses
-« -+ belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpu]nya )

k Eﬁalﬁ-anak,__;;; Zi’:ﬁ:i’:f;:;: ranglE dengs siilialing bhe

‘c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang keseJahteraan
rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;

d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan
pengawasan terhadap KTR angkutan umum,;

e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan
pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;

f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan
melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan

g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan
bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum.

h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kketertiban umum
melakukan pengawasan seluruh KTR.

i. Bupati Halmahera Tengah melakukan pengawasan seluruh KTR di

wilayahnya.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan
oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing kepada Bupati Halmahera Tengah melalui Sekretaris Daerah
setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan
inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

melaku’s@% pRngawasan; :pEIa_k§_§lnaan



.........

. :(2). Pengelola, _pihipinén daﬁ/_atau_ penanggung jawab KTR harus melaporkan
hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 18

pat- I . . - N

meléikhkan Jmspékm dan pengawasan ke seluruh gedung d1 wﬂayah'
kerjanya.

(2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan
kepada Bupati Halmahera Tengah.

Pasal 19

Pelaksanan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 den Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran il sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasa120‘ TP T

N Dalam hal penegakan hukum Dmas Kesehatan Satpol PP dan SKPD lalnnya
melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 1 kali
dalam satu bulan.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 21

(4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau
Peraturan Dearah ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat
mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
c. pencabutan izin;

(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:



() Doy . a;uBupati; Ha.lmahera J‘engah dan/atau Kepala SKPD :terkait: meniberikan

P

ne o i-perihgatan-tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR.

SO apablla dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan,

' pimpinanatau penanggung]awab KTR belum memenuhi ketentuan
.- sebagaimana tercantum dalam. peringatan tertulis, maka kepada

E _pnnpman/penanggung]awab kawasan dlmaksud d1ber1kan sanks1

: ':”‘vébagalmana- dlmaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh'
Bupati Halmahera Tengah atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai
KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga} hari dan atau denda paling banyak Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

'Setlap orang/ badan yang mempromosﬂcan meng:klankan, menjual -

=2 .danfatad-membeli:tokok:di tempat.atau area yang dinyatakan sebaga1 KITR =

e “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak
Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).

Pasal 25

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal,
membiarkan orang merckok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya,
dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area
yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiahj.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
BUPATI.
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-_Peraturan Daerah ini- mu1a1 berlaku pada saat dlundangkan

" Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini- dengan penempatannya dalam Lembara.n Daerah Kabupaten
" Halmahéra Tengah - .o L N :

Ditetapkan di: Weda
Pada Tanggal : 3 Februari 2016
BUPATI HALMAHERA TENGAH

/%W'/-
s r

M. AL YASIN ALI

- -.-Diundangkan d1 : Weda
T iDe ;Pada-flla.ngga.lq ATl 19Apr11 2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 4






LAMPIRAN II
T
MR to
Formulir Peinantauan Wilayah K"Il:ls -
Implementasi KTR 100% Ell : Log
Perda NO..ceveerenrnennnes Tahun........ (lan Perwali/Perbup Nd:..--..;.i.‘ ...... Tahun..........
Section A e
Nama Institusi: Nama Petugas Inspeksi: ,},{ ' | .
Tanggal > R
Kunjungan .
Waktu i
Kunjungan: |
Section B i .
. Sebut
No. Indikator Ged. I Ged. II Ged. IIL Ged. IV Ged. V di dak
t gedur.

' diperi
seperi
ruang

ruang

. f restor

: ruang

kama

ruang

v . . | pasier

Ya| Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya :[Tidak | dokte



Ditemukan orang merokok di dalam gedung

Ditemukan ruang khusus merokok di
dalam gedung

Ditemukan tanda dilarang merokok di
semua pintu masuk

Tercium bau asap rokok

Ditemukan asbak dan korek api di dalam
gedung

Ditemukan puntung rokok di dalam gedung

Ditemukan indikasi kerjasama dengan
Industri tembakau dalam bentuk sponsor,
promosi, iklan rokok (misalnya: serbet,
tatakan gelas, asbak, poster, spanduk,
billboard, dll)

Ditemukan penjualan rokok di lingkungan
gedung (misalnya: sarana kesehatan,
pendidikan, panti anak, olahraga, rumah
ibadah, gedung kantor kecuali restoran,
pasar, toko)

Section C

Pertanyaan untuk Pengelola

Gedung:
1

2

Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Falmahera Tengah yang .

melarang orang merokok di dalam gedung?

Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR

di Halmahera Tengah?

Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus

dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak’

_ tamb

In



Apakah anda tahu bahwa Pengelola Geduhg akan terkena sanksi jika ‘
4 tidak melaksanakan Kebijakan KTR? : Ya Tidak

Kendala apa saja yang anda hadapi ketika
5 melaksanakan Kebijakan Halmahera Tengah
Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong

sebutkan. i Solusi apa saja yang: dapat dilakukan? Tolong sebutkan.
1 1 . 11
| 3 | w8
Section D ¥

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukkan
berdasarkan has‘il inspeksi)

[P

Petugas , .

Inspeksi: ‘ Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung
Tandatangan:— :( ) - Tandatangan: ( )
Nama .-  -. L. R Nama

-4




